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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi
terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I (Putusan Nomor
03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns). Rehabilitasi
diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis
Dan Rehabilitasi Sosial Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak
pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor
03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns serta
bagaimana pengaturan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna
narkotika menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum normatif. Berdasarkan kedus putusan tersebut terdakwa telah terbukti
melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Penulis berkesimpulan serta menilai berdasarkan kedua putusan tersebut
bahwz hakim sebelum menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada terdakwa telah melakukan
mempertimbanan secara yuridis maupun non yuridis dan telah sesuai dengan pengaturan
hukum positif Indonesia.

Kata Kuncl : Pertimbangan Hakim, Narkotika, Golongan 1
Indralaya, 16 November 2022
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BABI1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang pada dasarnya memiliki manfaat
untuk keperluan atau kebutuhan medis, akan tetapi jika digunakan tidak
berdasarkan cara atau standar yang benar akan menimbulkan dampak yang bisa
merugikan untuk diri sendiri ataupun orang lain.! Terlebih apabila
disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan serta melanggar hukum
seperti peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal.

Persediaan narkotika bisa sangat membantu untuk terapi atau pelayanan
medis serta kemajuan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan
ketentuan, namun di lain sisi narkotika jika disalahgunakan dapat menimbulkan
efek terhadap mental maupun fisik bagi penggunanya.? Pemakaian narkotika
yang dilaksanakan secara berkelanjutan bisa memunculkan efek kecanduan,
seseorang yang telah kecanduan pada narkotika dapat melakukan segala cara
untuk dapat memperolehnya, termasuk dengan menggunakan cara-cara yang
bertentangan dengan norma dan hukum.

Menurut B. Bosu narkotika merupakan suatu obat atau zat yang dapat
menimbulkan dampak bagi tubuh berupa khayalan atau halusinasi, ketenangan,

dan efek rangsangan apabila dikonsumsi oleh seseorang.® Sedangkan menurut

! Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudi, Penyuluhan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, Jurnal Pengabdian Pada
Masyarakat, (Desember 2014), him. 1.

2 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), him. 6.

3 B. Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), him. 68.



ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa:*

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Undang ini”.

Kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia telah mengalami
perkembangan yang pesat, peredarannya telah menjangkau semua lapisan
masyarakat. Sehingga akan memberikan ancaman serius khususnya untuk
generasi muda yang menjadi aset masa depan bagi bangsa dan negara.
Berdasarkan data press rilis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
pada tahun 2021, jumlah kasus dan tersangka penyalahguna narkotika di
Indonesia masih berada pada angka yang tinggi yaitu 760 kasus dengan 1109
tersangka.® Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kasus
penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih sangat sering
terjadi dan perlu segera mendapatkan penanganan dari segala pihak terkait,
sehingga akan memudahkan proses dalam memberantas serta mengatasinya.

Penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia
telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, bahkan banyak kasus
penyalahgunaan narkotika telah mendapat putusan hakim di pengadilan.®

Tetapi kasus penyalahgunaan narkotika tetap saja masih menunjukkan angka

yang tinggi, hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi kendala atau

4 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun
2009, TLN No. 5062, Ps. 1.

5 Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun™ https://bnn.go.id/press-release-
akhir-tahun/, diakses 20 Februari 2022.

® A. W. Wijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung:
Armico, 1985), him. 489.
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hambatan dalam proses penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika.
Salah satu hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan
narkotika adalah putusan hakim yang dianggap kurang tepat, banyak hakim
yang masih menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda tanpa
memperhitungkan opsi  pemberian rehabilitasi bagi mereka yang
menyalahgunakan narkotika. Hal tersebut diakibatkan karena Undang-undang
tentang Narkotika kurang secara jelas memberikan patokan atau batasan
mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna. Secara umum kegiatan
yang biasanya terkait dengan pengedar narkotika adalah membeli untuk
diedarkan, menjual, mendistribusikan, mengangkut, menyimpan, mengelola,
menyediakan, mengekspor, dan mengimpor narkotika.” Sedangkan pengguna
diartikan sebagai pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika.®
Karena kurang jelasnya batasan mengenai perbedaan antara pengedar dan
pengguna, maka hal tersebut mengakibatkan hakim sering mengalami kesulitan
dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di persidangan sehingga membuat
penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
menjadi kurang tepat.

Penjatuhan pidana penjara serta denda karena pelanggaran narkotika
bukanlah hal yang tidak pantas, sanksi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut.’
Namun saat ini sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada

pelaku, dibuktikan dengan banyaknya kasus narapidana yang keluar masuk

7 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN
No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 111-Ps. 125.

& lbid, Ps. 116, Ps. 121, Pasal 126, Ps. 127, Ps. 128, dan Ps. 134.

® Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak
Pidana Narkotika”, Jurnal Of Criminal Law, (Februari 2020), hal. 126.



penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika bahkan ada narapidana yang
mengendalikan jaringan peredaran narkotika didalam lapas. Jadi saat ini upaya
yang tepat dalam memberantas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yaitu
dengan memperbanyak penjatuhan rehabilitasi, dengan tujuan utama untuk
menghilangkan efek ketergantungan atau kecanduan terhadap narapidana kasus
narkotika.*® Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
tidak mengulangi kembali tindakannya di kemudian hari.

Dasar hukum penjatuhan Rehabilitasi termuat dalam Pasal 54 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa
pecandu serta korban peyalahgunaan narkotika diharuskan untuk melakukan
rehabilitasi medis dan sosial.! Rehabilitasi medis diartikan sebagai
serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengobati seseorang dari kecanduan
Narkotika,'?> sementara Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian proses
untuk memulihkan fisik, mental, dan sosial mantan pecandu Narkotika agar
bisa menjalankan kehidupan masyarakat serta fungsi sosial seperti keadaan
normal .3

Penegakan hukum pidana dari Kepolisian sampai dengan pengadilan
merupakan sarana penting untuk menghentikan kasus-kasus penyalahgunaan
narkotika apabila prosesnya dapat dilakukan dengan baik. Khususnya pada
tahap pengadilan yang berfungsi sebagai penentu mengenai salah atau tidaknya
seseorang, sehingga hakim harus memiliki keahlian, integritas, dan kecermatan

dalam memutus suatu kasus tindak pidan penyalahgunaan narkotika. Selain itu,

10 1bid, him. 127.

1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143
Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 54.

12 |bid, Ps. 16.

13 Ibid, Ps. 17.



dasar pertimbangan hakim merupakan aspek penting yang mempengaruhi
apakah putusan tersebut adil dan dapat dipertanggungjawabkan.* oleh karena
itu hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis dasar
pertimbangan-pertimbangan hakim secara lebih mendalam. Pada penelitian ini
penulis menganalisis dasar pertimbangan hakim dengan menggunakan dua
putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan | bagi diri
sendiri yang diputus dengan rehabilitasi. adapun kasusnya yaitu sebagai
berikut:

Kasus pertama terdapat dalam putusan yang ditetapakan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr yaitu mengenai tindak
pidana penyalahgunaan narkotika golongan | (satu) bagi diri sendiri yang
terjadi di Jalan Kemang Il No. 10 C Rt. 6 Rw. 5 Kel. Bangka Kec. Mampang
Prapatan Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar Pukul
03.30 WIB dengan Terdakwa Livy Andriani Julisman Binti Julisman.
Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan jenis Metamphetamine (shabu)
yang termasuk ke dalam narkotika golongan | (satu) seberat 0,5 gram yang
dibeli oleh terdakwa dari temannya yang bernama Sila seharga Rp.700.000.
Berdasarkan hasil penyelidikan terdakwa telah mengkonsumsi narkotika
tersebut sejak satu tahun terakhir dengan cara memasukkannya kedalam kaca
cangklong kemudian dibakar dibawahnya lalu dihisap menggunakan alat yang

dinamakan bong yang terbuat dari botol bekas minuman, terdakwa melakukan

14 Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 125.



hal tersebut dengan tujuan untuk membuat pikiran terdakwa lebih rileks serta
mengurangi stres.™

Kasus kedua terdapat dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns, yaitu tentang kasus
tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan | (satu) bagi diri sendiri
yang terjadi di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar
Pukul 01.30 wib dengan Terdakwa Syamsudin Bin Mustofa. Terdakwa
menyalahgunakan narkotika dengan jenis Metamphetamine (shabu) yang
termasuk ke dalam narkotika golongan | (satu) seberat 0,004 gram yang dibeli
terdakwa dari temannya yang bernama Helmi dengan harga Rp.200.000.
Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara memasukkannya
kedalam kaca pirek dan dibakar dengan memakai korek api gas lalu dihisap
memakai alat hisap bernama bong layaknya orang yang sedang merokok.*®

Penulis tertarik mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku yang bertanggung jawab
atas kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan |. Maka berdasarkan
uraian-uraian diatas penulis ingin mengkaji serta menganalisisnya dalam
bentuk skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor

258/Pid.Sus/2021/Pn Gns)”.

15 pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr., him. 3.
16 pengadilan Negeri Gunung Sugih, Putusan No. 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns. 3.



B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas,
rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan
rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan
| bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns?

2. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana
penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan pada penelitian ini
yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim untuk memberikan
tindakan rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
golongan | bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn
Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

2. Mengetahui pengaturan rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahguna
narkotika menurut hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:
1. Manfaat Teoritis
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta

pemikiran kepada segala pihak yang membaca penelitian ini, terutama pihak



yang ingin mempelajari dan memahami bagaimana Hakim dalam
memberikan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan rehabilitasi
terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan | bagi diri
sendiri serta bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak
pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai sarana
untuk membantu aparat penegak hukum terutama Hakim dalam
memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dan
literatur untuk segala pihak yang membutukan.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Pembatasan ruang lingkup pada suatu penelitian harus dilakukan supaya
tidak terjadi perluasan atau penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan
masalah yang sudah diputuskan. Pada skripsi ini penulis membatasi ruang
lingkup penelitian meliputi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
golongan | bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr
dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns serta pengaturan rehabilitasi
terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif
Indonesia.
F. Kerangka Teori
Refleksi teoritis diperlukan dalam suatu penelitian, hal tersebut
dikarenakan adanya keterkaitan teori serta kegiatan dalam pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan pembangunan data. Oleh karena itu dibutuhkan



kerangka teori yang digunakan untuk menyusun dasar pemikiran ilmiah guna
menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang ada.!’ Kerangka teoritis
merupakan abstraksi dari pokok pemikiran dalam suatu penelitian yang akan
dilaksanakan.!® Dalam penulisan penelitian ini penulis bakal memakai atau
menerapkan teori-teori yaitu :
1. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan hal utama bagi hakim dalam
memeriksa dan mengadili suatu kasus tindak pidana. Hakim dalam
menetapkan putusannya harus memperhatikan beberapa hal yaitu
sebagaimana berikut:*°

1. Keputusan mengenai peristiwanya, merupakan suatu tindakan
pembuktian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui bahwa terdakwa
telah melakukan kesalahan yang tergolong sebagai perbuatan tindak
pidana.

2. Keputusan mengenai hukumannya, merupakan analisis tentang hukuman
terhadap tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh tergugat
berdasarkan ketentuan UU.

3. Keputusan tentang pidananya, merupakan analisis mengenai jenis pidana
yang akan diberikan kepada tergugat.

Menurut Mackenzie teori atau pendekatan yang digunakan atau

diterapkan olen Hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan

17 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), him. 93.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 2007), him. 122.

19 Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), him. 74.
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hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu kasus tindak pidana
ialah:?°
a. Teori Keseimbangan
Merupakan keseimbangan mengenai ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam perundang-undangan serta hal-hal yang berhubungan
dengan pihak yang berperkara.?
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Menurut teori ini, penetapan putusan hakim bukan didasarkan oleh
pengetahuan hakim melainkan dari intuisi atau insting, yaitu penyesuaian
antara hukuman dengan keadaan terdakwa berdasarkan keyakinan
hakim.?? Namun dalam prakteknya terkadang keyakinan hakim bersifat
subjektif, oleh karena itu hakim harus lebih teliti terhadap penggunaan
teori ini untuk meminimalisir kesalahan yang timbul dalam menetapkan
suatu putusan yang dianggap tidak adil oleh suatu pihak.
c. Teori Pendekatan Keilmuan
Berdasarkan teori pendekatan keilmuan, proses penetapan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana dijalankan dengan teliti serta sistematik
terutama yang berhubungan dengan putusan sebelumnya untuk
meningkatkan konsistensi dalam sebuah putusan hakim. Pendekatan
keilmuan juga sebagai patokan hakim guna memutus suatu kasus,

maksudnya ialah hakim tidak boleh hanya mementingkan intuisi atau

20 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 105.

2L |bid.

22 |bid, him. 106.
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insting saja dalam memutus suatu kasus namun juga memerlukan ilmu
pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan.?
. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman dapat mempermudah
seorang hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus perkara yang terjadi,
hal tersebut dikarenakan melalui pengalaman dapat diketahui dampak
penjatuhan putusan dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan
terdakwa, korban, dan seluruh pihak terkait dalam suatu perkara.?*

. Teori Ratio Decindendi

Maksud dari teori ini adalah bahwa dalam melakukan sebuah
penetapan hukuman bagi terdakwa, hakim memerlukan pertimbangan
dasar filsafat yang berkaitan dengan undang-undang yang sesuai dengan
kasus serta diperlukan dorongan dalam diri hakim bagi penegakan hukum
serta keadilan untuk seluruh pihak terkait.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam teori ini

yaitu antara lain:®
1) Pendidikan (edukasi);
2) Kemanusiaan;
3) Kemanfaatan;
4) Penegakan hukum;

5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.

2 1bid, him. 107.
24 1bid, him. 108.
2 1bid, him. 110.
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f. Teori Kebijaksanaan
Berdasarkan teori ini pembinaan, pembimbingan, dan pendidikan
pelaku tindak pidana menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait
terutama pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar kedepannya para
pelaku tindak pidana dapat memiliki masa depan yang lebih baik.2®
2. Teori Assessment
Mekanisme asesmen narkotika terpadu adalah salah satu bentuk
pelaksanaan penanggulangan narkotika di Indonesia. Pada UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna narkotika diumpamakan
seperti seseorang yang berdiri menggunakan dua kaki, kaki yang pertama
terletak dalam dimensi kesehatan sedangkan kaki kedua terletak dalam
dimensi hukum. Dalam dimensi kesehatan penyalahguna narkotika
dianggap sebagai orang yang sedang sakit diakibatkan karena kecanduan
yang harus diobati melalui rehabilitasi, sedangkan dalam dimensi hukum
penyalahguna narkotika dipandang sebagai seseorang yang telah
melaksanakan tindak pidana serta wajib mempertanggungjawabkan
perbuatan yang sudah dilakukan.?’
Mekanisme penilaian asesmen terpadu mempunyai peranan penting
sebagai proses screening yang didapatkan melalui perpaduan hasil analisis
dari tim medis dan tim hukum untuk menilai terdakwa pelaku tindak pidana

narkotika merupakan sebagai penyalahguna atau pengedar, sehingga dapat

% 1bid, him. 112,

27 Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Mekanisme
Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum
Pidana‘“https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-
narkotika”, diakses 8 Oktober 2022.



https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika
https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika
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menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara
atau rehabilitasi kepada terdakwa tindak pidana narkotika.?®
G. Metode Penelitian
Metode penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif. penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai
sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan
mengkaji pokok permasalahan hukum yang didasarkan pada bahan
pustaka atau data sekunder.?® Bambang Waluyo menjelaskan bahwa
penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum
doktriner atau penelitian kepustakaan.°
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan,
Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang
menjadi topik pembahasan. pendekatan pada penelitian hukum tersebut
digunakan sebagai informasi lengkap terhadap permasalahan yang
diteliti.3! Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Apporch)
Pendekatan yang memiliki pengertian sebagai suatu pendekatan

yang dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan UU

28 1hid.

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him.13.

30 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 13-14.

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press,
2020), him. 55



14

dan regulasi serta aturan tertulis yang berkaitan dengan
permasalahan hukum yang dibahas.®2
2. Pendekatan Kasus (Case Approch)

Pendekatan ini berfokus pada doktrin atau pandangan yang
berada dalam ilmu hukum, doktrin atau pandangan tersebut adalah
sumber untuk penelitian yang digunakan sebagai argumentasi hukum
dalam mengatasi permasalahanyang dihadapi.®® Pada penelitian ini
penulis menggunakan dua kasus yang berasal dari Putusan PN
Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan PN
Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari kumpulan dokumen hukum yang
saling terkait, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi
atau risalah pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.3*
Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).®

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2017), him. 133.

% 1bid, him. 134.

3 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet 9 (Jakarta:
Rajawali Press, 2016), him. 31.

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wethoek Van Strafrecht), Diterjemahkan oleh
TIM Redaksi BIP, (Jakarta: TIM BIP, 2019).



15

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.*

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.®’

4. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Jo. SEMA
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan
Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi
Sosial.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika.

6. Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara  Nomor
03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr.

7. Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih ~ Nomor
258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan sumber hukum sekunder
seperti buku, artikel hukum, jurnal hukum, dan sumber hukum primer
lainnya yang memberikan pendapat ahli atau analisis tentang

permasalahan dalam penelitian.®

% Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76
Tahun 1981, TLN No. 3209.

37 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN
No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

3 1bid, him. 54-55.
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c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memperjelas
materi hukum utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
sumber online dari internet dan sumber cetak seperti kamus hukum
serta kamus besar bahasa indonesia (KBBI).®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan,
maksudnya yaitu melakukan pengumpulan bahan penelitian melalui
mendengarkan membaca, atau mencari dari suatu website atau internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini memakai teknik analisis bahan penelitian
dengan metode deskritif analisis, maksudnya yaitu melakukan
penggambaran untuk menjelaskan secara tersusun atas hasil yang telah
diperoleh.*® Dalam penelitian ini menggambarkan “Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus.2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns”
yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang berhubungan
dengan permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan pada penelitian ini ialah metode deduktif,
metode deduktif merupakan metode yang menjelaskan hal-hal umum lalu
dihubungkan sehingga akan menjadi suatu kesimpulan khusus yang

membantu menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

39 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,, 2007,) him. 96.
40 Moch Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), him. 2.
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